BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi
Status Wajib Pajak Daerah dalam Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017
tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 120);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentuan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 5);



Menetapkan
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13. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Mojokerto.

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP,

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.

5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan Bapenda, adalah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang selanjutnya
yang disingkat KPP, adalah wunit kerja dari
Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan
Pelayanan di bidang perpajakan kepada
Masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib
Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah
kerja Direktorat Jenderal Pajak.

7. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan, yang selanjutnya disingkat KP2KP,
adalah adalah unit kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang
merupakan kepanjangan tangan dari KPP.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan Kketentuan
peraturan  perundang-undangan di  bidang
perpajakan.

»



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

-4-

Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya
disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak untuk mempermudah
administrasi perpajakan, yang dikeluarkan oleh
Kantor pajak Pratama dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang
selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak untuk
mempermudah administrasi perpajakan, yang
dikeluarkan oleh Bapenda dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan di daerah.
Nomor Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat
NOP, adalah nomor identitas obyek pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan.
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat yang terdiri dari pajak hotel,
pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak
reklame, pajak penerangan jalan (Ppj), pajak
mineral bukan logam dan batuan (minerba), pajak
air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
perkotaan (PBB P2) dan BPHTB.
Konfirmasi Status Wajib Pajak, yang selanjutnya
disingkat KSWP, adalah kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan
layanan publik tertentu wuntuk memperoleh
Keterangan Status Wajib Pejak.
Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
atas Layanan Publik tertentu pada Perangkat
lT-))r:ui:r.ah khususnya pada Pelayanan Perizinan.
ang s o n et ke
baik dalam bentuk izinusm o/ egiatan tertentu,
aupun tanda daftar
usaha.
Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau Non

Perseorangan yang melakuk:
. an Usaha dan/ata
Kegiatan pada bidang tertentu. faa
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17. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan
non perizinan yang proses pengelolaannya mulal
dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya
dokumen dilakukan dalam satu tempat.

18. Layanan publik tertentu adalah layanan perizinan
berusaha yang diberikan oleh DPMPTSP kepada
masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah
untuk memberikan pedoman pengaturan dalam
rangka pelaksanaan KSWP guna konfirmasi validitas
NPWP dan NOP serta kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a. untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

b. memberikan akses yang lebih luas kepada
masyarakat untuk memperoleh pelayanan,;

c. menyusun data base Wajib Pajak dalam rangka
penggalian potensi pendapatan Daerah; dan

d. meningkatkan pendapatan Daerah dari
penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) KSWP dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam rangka
memberikan layanan publik.

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui :

a. Sistem Informasi pada DPMPTSP yang
terhubung dengan sistem informasi pada
Direktorat Jenderal Pajak;

b. Aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak; atau

c. Aplikasi yang telah disediakan antara
DPMPTSP dengan Bapenda (host to host).
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Alur mekanisme pelaksanaan KSWP oleh DPMPTSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan penggunaan aplikasi antara DPMPTSP
dengan Bapenda (host to host) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Terhadap KSWP yang dilakukan oleh DPMPTSP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur

Jenderal Pajak dan Bapenda dapat memberikan

Keterangan Status Wajib Pajak, berupa:

a. status valid; atau

b. status tidak valid.

Keterangan berupa status valid sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam

hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai
berikut:

a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan
data base dalam Sistem Informasi Direktorat
Jenderal Pajak;

b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh)
untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah
menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

c. telah melakukan pelunasan pajak daerah
lainnya, antara lain berupa pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak
reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak
mineral bukan logam, Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
dan/ atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).

Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan

status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

DPMPTSP dapat memberikan layanan publik

tertentu.

Keterangan berupa status tidak valid sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada

Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 6

Dalam hal konfirmasi Status wajib Pajak DPMPTSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat
dilakukan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan untuk mendapatkan keterangan
Status Wajib Pajak ke KPP atau KP2KP dan
Bapenda untuk Pajak Daerah.

Terhadap Wajib Pajak yang menerima keterangan
Status Wajib Pajak berupa status tidak valid
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4),
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk
mendapatkan Status Wajib Pajak dapat ke KPP
atau KP2KP dan Bapenda untuk Pajak Daerah
dengan melampirkan keterangan status wajib
pajak yang tidak valid.

BAB IV
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN
NOMOR OBYEK PAJAK

Pasal 7

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan wajib
mendaftarkan diri di KPP atau KP2KP dan Bapenda
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib
Pajak diberikan NPWP atau NOP.

Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau
pekerjaan atau profesi di daerah wajib memiliki
NPWP yang dikeluarkan oleh KPP dan memiliki
NOP sesuai dengan lokasi usahanya.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan terhadap
pelaksanaan KSWP di Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Bapenda dalam bentuk
konsultasi, monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
(KSWP) pada Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten
Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2019 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal (3 60“ Q020

BUPATI MOJOKERTO,

|

(| PUNGKASIADI
#

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal \2 60“ Acho

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY S TO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 34



LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

KONFIRMASI

STATUS WAJIB PAJAK

DAERAH DALAM PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

ALUR MEKANISME DAN KETENTUAN PENGGUNAAN DALAM
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. ALUR MEKANISME KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU MELALUI KPP/KP2KP.

A

Pendaftaran permohonan
izin mandiri secara online
dari tempat pemohon

Pemohon mengirim data
izin /permohonan berikut
meng upload persyaratan

pada aplikasi online
DPMPTSP

Pada saat pemohon mengisi
daftar isian terkait NPWP
akan secara otomatis
terverifikasi oleh sistem
aplikasi

PEMOHON

L4
Pendaftaran permohonan
izin melalui front office
pada DPMPTSP

A 4

Pemohon menyerahkan data
permohonan berupa soft
copy, dan hard copy

Petugas front office dapat
memasukkan /mengisi
daftar isian permohonan
pada aplikasi online
DPMPTSP

A 4

Pada saat pengisian NPWP
secara otomatis terverifikasi
oleh sistem online

Jika terverifikasi valid, pemohon dapat meneruskan
daftar permohonan, jika terverifikasi in valid maka
pemohon harus melengkapi dan menyelesaikan

kewajiban pajak

Jika valid Pemohon
Menerima Surat

Pengantar KSWP ke

KPP/KP2KP

.

Dari KPP Pemohon
dibuatkan bukti Laporan
: KSWP

\ 4

Pemohon menerima
Bukti Validasi Laporan




B. ALUR MEKANISME KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU MELALUI BAPENDA UNTUK

PAJAK DAERAH.

———

Pendaftaran permohonan
izin mandiri secara online
dari tempat pemohon

Pemohon mengirim data
izin /permohonan berikut
meng upload persyaratan

pada aplikasi online
DPMPTSP

ada saat pemohon mengisi
daftar isian terkait NOP
PBB dan NPWPD akan
secara otomatis
terverifikasi oleh sistem
aplikasi

Pendaftaran permohonan

izin melalui front office pady
DPMPTSP

Pemohon menyerahkan data
permohonan berupa soft
copy, dan hard copy

Petugas front office dapat
memasukkan /mengisi
daftar isian permohonan
pada aplikasi online
DPMPTSP

'

Pada saat pengisian NOP
PBB dan NPWPD secara
otomatis terverifikasi oleh
sistem online aplikasi

L —

Jika terverifikasi valid, pemohon dapat meneruskan
daftar permohonan, jika terverifikasi in valid maka
pemohon harus melengkapi dan menyelesaikan
kewajiban pajak




.

C. KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI ANTARA DPMPTSP DENGAN
BAPENDA (HOST TO HOST).

1.

Setiap pemohon diwajibkan memasukkan semua Nomor Obyek
Pajak (NOP) PBB dan NPWPD pada saat melakukan permohonan
pendaftaran,;

. Pada saat NOP dan NPWPD tersebut diatas pada tahun berjalan

belum di bayar secara otomotis akan di tolak aplikasi dalam
pendaftarannya.

Pada saat pengisian NOP, dijumpai luas lahan kurang dari 85%
(delapan puluh lima persen) dari luasan izin yang dimohon secara
otomatis akan di tolak aplikasi pendaftarannya.

Pada saat pengisian NPWPD, dijumpai bahwa pemohon masih
mempunyai tunggakan pajak, maka secara otomatis akan di tolak
oleh aplikasi dalam pendaftarannya.

Atas penolakan tersebut pemohon melakukan pembayaran atas
NOP PBB dan NPWPD yang belum terbayar atas pemenuhan luas
lahan yang ada pada NOP PBB.

Setelah semua NOP PBB dan NPWPD terbayar, berikut klarifikasi
NPWP valid, baru kemudian pendaftaran atas permohonan
diterima oleh aplikasi secara online

Manfaat dari NOP akan diketahui jumlah luasan obyek pajak PBB
berikut besaran nominal pembayaran dan upaya pembayaran
PBB dari yang semula belum terbayar menjadi terbayar pada saat
pemilik melakukan permohonon perizinan, demikian juga dengan
NPWP.

Dengan KSWP ini DPMPTSP akan mngetahui jumlah penambahan
nilai PBB Daerah dari unsur wajib pajak daerah yang akan
menjadi tagihan DPMPTSP serta dalam upaya pemasukan retribusi
IMB untuk yang pajak PBB.

. Bapenda akan dapat memanfaatkan IMB yang telah di proses oleh

DPMPTSP pada tahun berjalan untuk dimasukkan dalam
penambahan nilai PBB tahun berikutnya pada unsur bangunan,
serta NPWPD untuk pajak daerah lainnya.

BUPATI MOJOKERTO,

{ PUNGKASIADI




